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ABSTRAK

Nama : Fadhal Faruqg Rifqy

NIM : 190106025

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Kekerasan di Pesantren Melalui Jalur
Non Litigasi (Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu
Lam U)

Jumlah Halaman  : 60 halaman
Tanggal Sidang : Desember 2022 M/ 1444 H

Pembimbing | : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
Pembimbing Il . Sitti Mawar, S.Ag, M.H.
Kata Kunci : Pola Penyelesaian, Kekerasan fisik, Pesantren

Tindak Pidana Kekerasan telah diatur dalam Pasal 170 dan 352 KUHP. Adapun
Santri yang melakukan kekerasan fisik dikategorikan termasuk dalam anak
yang berkonflik dengan hukum. Dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Pola penyelesaian terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum harus mengedepankan penyelesaian dengan cara keadilan
Restoratif. Salah satu pola penyelesaian restoratif adalah menggunakan
Alternative Dispute Resolution (ADR) atau sering disebut alternatif
penyelesaian sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/X11/2009/SDEOPS perihal
penaganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution. Tujuan penulisan
skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab santri melakukan tindak
pidana kekerasan, menjelaskan bagaimana pola penyelesaian terhadap santri
yang melakukan tindak pidana kekerasan, serta menjelaskan kendala-kendala
yang dihadapi dalam penanganan santri yang melakukan tindak pidana
kekerasan di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar. Metode yang
digunakan dalam penelititan ini yaitu metode penelitian kepustakaan dan
lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan
eksternal yang  menyebabkan santri  melakukan  tindak  pidana
kekerasan.Selanjutnya pola penyelesaiannya adalah melakukan pemanggilan
terhadap santri, meninterogasi santri, pemberian nasehat hingga konsekuensi
hukuman berdasarkan aturan yang ditetapkan pesantren di dalam teng komando
(TENGKO).
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
\ Altf | tidak tidak b ta’ M te
dilamba | dilamban (dengan
ngkan | gkan titik  di
bawah)
- Ba’ B Be L za % zet
(dengan
titik  di
bawah)
< Ta’ T Te & ‘ain . koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es ¢ Gain G Ge
(dengan
titik ~ di
atas)
z Jim 9 je — Fa’ Ef
z Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik ~ di
bawah)
c Kha’ kh ka dan < Kaf K Ka
ha
2 Dal D De J Lam L El
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3 Zal Z zet a Mim M Em
(dengan
titik  di
atas)
D Ra’ R Er O Nin N En
) Zai Z Zet B Wau W We
o Stn S Es ° Ha’ H Ha
o Syin sy es dan ye & Hamz : Apostrof
ah
oa Sad S €s < Y&’ Y Ye
(dengan
titik i
bawah)
o= Dad d de
(dengan
titik  di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Nama
Latin
fathah A A
kasrah | I
dammah u U
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2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Gabungan Nama
huruf huruf
G... fathah dan Al adani
ya
B fathah dan Au adanu
wau
Contoh:
& -kataba
dﬁ -fa‘ala
83 -Zukira
CAY  -yazhabu
il -su’ila
S -kaifa
Jds  -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Nama Huruf Nama
dan dan
Huruf Tanda
<. % fathah dan alif A a dan garis di
atau ya’ atas
S kasrah dan ya’ 1 i dan garis di
atas
) dammah  dan U u dan garis di
wau atas
Contoh:
JG  -gala
=) -ramad
daa -gila
J%  -yagiilu




4. Ta’ marbiitah

1.

3.

Transliterasi untuk ¢t@’marbitah ada dua:

Ta’ marbitah hidup

ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

Ta’ marbiitah mati

ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

Kalau dengan kata yang terakhir adalah
ditransliterasikan dengan ha (h).

)

marbitah itu

Contoh:

Jubiay;  -raud a al-agal

-raud atul atfal

AR -al-Madinah al-Munawwarah

e -AL-Madinatul-Munawwarah
aalk  -sglhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
iy -rabbana
J3 -nazzala
A -al-birr
o -al-hajj
ea-’ -nu‘ ‘ima

6.

Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyabh.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
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Kata sandang yang diikuti olen huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
da))  -ar-rajulu
s -as-sayyidatu
Jadl -asy-syamsu
Alall -al-galamu
& -al-badiu
B al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam
tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

033 G -ta” khuziina

¢ 5l -an-nau’
(st -syai’'un
o -inna
&yl -umirtu
&l -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:
GENR5 4\ -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigim
o -Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O il 51T 3836 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
g -Fa auful-kaila wal- mizan
Sl Za) ) -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul-Khalil
 Wasla) aa Al s -Bismillahi majraha wa mursah
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il a e G e a5 -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man istatd‘a
) ilahi sabila
s 43l) ¢ Wil (4 -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistatd ‘a ilaihi
sabila
9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
o JsaDY) A-u.i: EY -Wa ma Muhammadun illa rasul
oo Wlan 5w galsl 0 -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi

. 853 G Jallazr bibakkata mubarakkan
Hioall 48 5 gl jlma e -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur anu
S Y -Syahru Ramad anal-lazi unzila finil qur’anu
ol 38Y LNy -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
) ' Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini
Ol BN &S 4 33N - AlThamdu Lillahi rabbi al-‘alamim
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:
Co b =85 dil Geal  -Nasrun minallahi wa fathun garib
Giea SV & -Lillahi alOamru jamT ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
e 05 08 @ ~Walldha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Illmu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi
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1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia peraturan
hukum dibuat dan diterapkan untuk mencapai sebuah rasa keadilan, keamanan,
ketertiban dan adanya toleransi antar budaya, ras, etnis, dan tidak membeda-
bedakan antara satu golongan dan lainnya. Diantara masyarakat Indonesia yang
melanggar, merugikan dan melawan hukum yang sudah diterapkan maka
dikenakan sanksi pidana.

Dalam pelaksanaanya sanksi pidana tersebut dapat dialihkan pada
penyelesaian alternatif. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia alternatif
penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelasaian Sengketa. Hal tersebut tertuang
dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999: ““Alternatif
Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian
sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsialiasi dan
penilaian ahli”.! Oleh karena itu dimungkinkan para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui lembaga di luar pengadilan (non litigasi), seperti abitrase dan
perdamaian.’

Ada dua jalur dalam menyelesaikan sengketa para pihak yaitu,
diselesaikan secara litigasi (lembaga peradilan) ataupun secara non litigasi (di
luar pengadilan). Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian
sengketa diantara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan
para hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Litigasi (pengadilan) model ini

adalah model penyelesaian sengketa paling tua dan sangat umum yang

! pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999

? Karnaen Perwaatmaja, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta:
Prenada Media, 2005), him. 288



digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik
maupun yang bersifat privat. Seiring kemajuan zaman dan berkembangnya
tekhnologi, semakin besar keinginan masyarakat dalam hal keadilan dan
kesejahteraan, oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap
kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap sebagai
sebuah proses yang terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Hal
seperti ini yang menyebabkan para pencari keadilan mencari jalan alternatif lain
yaitu dengan penyelesaian segketa diluar proses peradilan formal?® yang
biasanya dikenal dengan nama penyelesaian sengketa non litigasi. Penyelesaian
sengketa non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar
pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelesaian
sengketa non litigasi juga dikenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute
Resolution).” Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal
dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai
cara. ADR tersebut dapat berupa:

1. Arbitrase;
Mediasi;
Konsiliasi;
Minitrial;

Summary jury trial,

o o~ w D

Seetlement conference;
7. Serta bentuk lainnya
Dalam hal perkara pidana, jika merujuk pada hukum positif yang ada di
Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan,
namun setelah terbitnya surat Kapolri No Pol: B/3022/X11/2009/SDEOPS

pertanggal 14 Desember 2009 perihal penanganan kasus melalui Alternative

® Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him. 19-20

* Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta,
2012, him. 25



Dispute Resolution (ADR), Penanganan kasus pidana dapat dilakukan melalui
ADR atau sering di sebut juga dengan istilah mediasi penal.> Dalam
pelaksanaannya tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara
mediasi penal. Perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal
adalah berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan.

Oleh sebab itu salah satu perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan
cara mediasi penal adalah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. Pada
dasarnya terlalu ekstrim apabila perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak
dikatakan sebagai sebuah kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak masih
berada pada kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis
menghasilkan sikap kritis, agresif dan menampakkan perilaku yang cenderung
mengganggu ketertiban umum.

Layaknya berbagai kasus perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang
terjadi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U. Diantara tindak pidana yang
terjadi adalah tindak pidana kekerasan fisik yang diperbuat oleh santri. Tindak
pidana kekerasan fisik ini dilakukan oleh santri tingkatan kelas atas kepada
santri tingkatan kelas bawah. Tindak pidana kekerasan fisik rentan terjadi pada
anak yang masih berada pada masa labil. Oleh sebab itu dibutuhkannya
pendekatan agar perbuatan seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar merupakan
lembaga pendidikan islam terpadu pada jenjang SMP dan SMA yang berbasis
pesantren modern. Sewajarnya dalam masa pendidikan untuk mencetak murid
atau santri agar menjadi tunas-tunas bangsa yang berakhlak mulia dan
berkarakter maju bukanlah hal yang mudah mudah seperti membalikkan telapak
tangan. Santri-santri yang menempa pendidikan di Pesantren Modern Al-Falah
Abu Lam U terdiri dari berbagai kalangan dan golongan yang berbeda dan pula
dengan karakter asal-usul keluarga yang berbeda-beda pula. Santri-santri di

*https://pkpajakarta.com/sejumlah-perkara-yang-dapat-diselesaikan-melalui
mediasi/(diakses pada tanggal 6 September 2022)



Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar pada umumnya
berusia Kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang masih dikategorikan sebagai
Anak. Kehidupan pendidikan kepesantrenan umumnya sangat memungkinkan
terjadinya perbuatan tindak pidana anak oleh para santri. Salah satu tindak
pidana yang paling memungkinkan adalah tindak pidana kekerasan fisik.

Pada kenyataan atau fakta di lapangan masih dijumpai adanya kekerasan
fisik ternadap anak dalam dunia pendidikan, apakah itu pendidikan informal
maupun formal. Salah satu contoh Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu
Lam U merupakan suatu Lembaga Pendidikan yang bersifat sekolah asrama
(boarding school) bagi para santrinya, sebagai Lembaga Pendidikan Pesantren
Modern Al-Falah Abu Lam U secara umum memiliki peraturan-peraturan yang
mengikat dan mengatur bagi para santrinya. Jika terdapat santri yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Modern Al-
Falah Abu Lam U, maka santri yang melanggar tersebut akan mendapatkan
hukuman (kekerasan) sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Pemberian
hukuman bagi santri dalam lingkungan boarding school atau Pondok Pesantren,
bisa jadi tidak lepas dari tindakan kekerasan fisik terhadap santri yang
melanggar peraturan. Dalam hal ini adalah pemberian hukuman yang bisa
dilakukan oleh Pengurus Organisasi Pelajar Dayah Abu Lam U (OPDAL).

Santri yang berada dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Pondok
Pesantren merupakan santri yang masih dapat perlindungan dari Negara karena
santri dapat dikatagorikan sebagai anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 35
tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan”.

Terkadang pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang luput dari

pengawas dan pembimbing guru-guru masuk ke dalam kategori perbuatan yang



diatur dalam perkara pidana juga diatur dalam kesalahan yang harus dihindari
dalam peraturan Pondok Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar.

Penanganan pelanggaran di Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam
U Aceh Besar pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah antara
keluarga korban dan keluarga pelaku untuk menyelesaikan kasus melalui non
litigasi. Selanjutnya pemberian nasehat hingga konsekuensi hukuman tergantung
pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Pemberian nasehat
dan hukuman mempunyai tujuan agar para santri sadar akan perbuatannya
adalah sebuah hal yang salah dan agar para santri ini tetap menjadi orang yang
rendah hati dan rendah diri.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Santri setiap tahunnya
telah tercatat oleh Pengasuhan Santri yang menangani kedisplinan Santri di
Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar, yang setiap
tahunnya dilaksanakan Musyawarah Evaluasi Tahunan oleh Pengasuhan Santri
dan Pembina Asrama. Pada rentang tahun 2021 telah tercatat sebanyak tujuh
kasus kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan oleh kakak kelas kepada adik
kelas. Kasus kasus ini tercatat dalam rekapitulasi pelanggaran dan prestasi santri
Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U 2021-2022. Diantara tujuh kasus
tersebut semuanya diselesaikan melalui non litigasi atau diselesaikan di tingkat

pesantren.

B. Rumusan Masalah
Dengan pemaparan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan
rumusan masalah sebagaimana berikut:
1. Apa faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan fisik di Pesantren
Modern Al-Falah Abu Lam U ?
2. Bagaimana pola penyelesaian terhadap santri yang melakukan
kekerasan fisik melalui non litigasi di Pesantren Modern Al-Falah Abu

Lam U?



C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya kasus kekerasan fisik di
Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.
2. Untuk mengetahui pola penyelesaian terhadap santri yang melakukan
kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U. .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan
penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, membantu penerapan syariat islam
di provinsi Aceh, menjadi salah satu bacaan terkait penyelesaian melalui jalur
non litigasi, serta dapat menjadi bacaan para mahasiswa/i Fakultas Syariah dan

Hukum, Uin Ar-Raniry.

E. Kajian Pustaka
Penulisan hukum ini adalah karya asli penulis dan bukan duplikasi
maupun contekan dari hasil karya penulis lain. Penelitian yang penulis teliti
berjudul, “Penyelesaian Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Santri Dan
Upaya Resolusi Konflik di Pesantren” belum pernah ditulis sebelumnya.
Berikut merupakan penulisan hukum yang mirip terhadap skripsi penulis:
1. Judul Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik
dengan Hukum (Suatu Penelitian Tindak Pidana Pencurian di Wilayah
Hukum Kota Lhoksemawe) Penulisan hukum tersebut disusun oleh Nadia
Shafira. Nomor Mahasiswa:1503101010003. Fakultas Hukum, Universitas
Syiah Kuala. Rumusan masalahnya vyaitu bagaimana penerapan
perlindungan hukum terhadap anak pelaku pencurian? Tujuan penulisan
yaitu untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak
pidana pencurian. Hasil penelitian: berdasarkan dari hasil penelitian di
Polres di Kota Lhoksemawe dapat ditarik kesimpulan, faktor-faktor
terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota

Loksemawe dikarenakan adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor



pendidikan, faktor keluarga serta ajakan dari teman sehingga anak
mempunyai niat melakukan tindak pidana pencurian. Perlindungan hukum
terhadap anak dapat dilakukan melalui diversi atau restroactive justice.
Apabila diversi dan restroactive justice gagal maka upaya terakhir hukuman
pidana penjara. Kendalanya terhadap kasus pencurian terhadap anak pelaku
yaitu kurangnya tindakan lanjutan dari pihak korban yang merasa dirugikan
kepada kepolisian setelah terjadinya tindak pidana

2. Judul skripsi: “Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan
Terhadap Anak Oleh Anak”. Penulisan hukum tersebut ditulis oleh
Magfirah Ulfa. Nomor Mahasiswa: 1503101010373. Fakultas Hukum,
Univesitas Syiah Kuala. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penanganan
perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak disetiap
pemeriksaan? Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan penanganan
perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak disetiap
pemeriksaan. Hasil penelitian yaitu penanganan perkara kekerasan terhadap
anak yang dilakukan oleh anak disetiap pemeriksaan baik di tingkat
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan anak tidak ditahan
dan anak dilakukan upaya diversi disetiap tingkatan namun upaya diversi
tersebut tidak berhasil dengan alasan anak dan orangtua anak tidak mau
diversi karena mereka tidak bersalah. Pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak mengingat anak masih duduk di
bangku sekolah yaitu kelas 1 SMA dan proses penanganan perkara dari
polisi sampai tahap persidangan sudah menghabiskan waktu berbulan bulan.
3. Judul skripsi: “Penanggulan Tindak Kekerasan Pelajar oleh Kepolisian
Yogyakarta”. Penulisan hukum tersebut ditulis oleh Tri Putra Daeli. Nomor
Mahasiswa: 090510022. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta. Rumusan masalahnya yaitu: bagaimana upaya kepolisian untuk
menanggulangi tindak kekerasasn yang dilakukan oleh pelajar?. Tujuan

penelitiannya vyaitu untuk menjelaskan upaya kepolisian untuk



menanggulangi tindak kekerasasn yang dilakukan oleh pelajar. Hasil
Penelitian yaitu Anak yang masih berusia antara 12-18 tahun masih sangat
labil tingkat penguasaan emosionalnya, sehingga Anak berusia tersebut
lebih sering memberontak terhadap segala sesuatu yang kurang sesuai
dengan kemauannya atau tidak dikehendakinya. Terdapat beberapa faktor
seperti faktor internal maupun eksternal yang menyebabkam kasus-kasus
tindak kekerasan pelajar ini terjadi dan menimbulkan korban, baik korban
luka maupun korban jiwa. Hal tersebut bisa dikarenakan karena kurang
adanya pengawasan dari orang tua maupun sekolah, sehingga Anak tersebut
selalu bertindak semaunya sendiri.

4. Judul skripsi: “Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di
Kejaksaan Negri”. Penulisan hukum tersebut ditulis oleh Zacharias
Unaraja.Nomor mahasiswa 100510435. Fakultas Hukum Universitas
Atmajaya Yogyakarta. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu Bagaimana
proses diversi dalam peradilan pidana anak ditingkat kejaksaan negeri?.
Tujuan penelitiannya untuk menjelaskan proses diversi dalam peradilan
pidana anak ditingkat kejaksaan negeri. Hasil penelitiannya: Musyawarah
diversi dilaksanakan di ruang khusus anak (RKA) yang terdapat pada setiap
satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam
keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para
pihak dengan persetujuan kepala kejaksaan negeril kepala cabang kejaksaan
negeri. Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan diversi, fasilitator
memperhatikan dan mengerahkan agar kesepakatan diversi tidak memuat
hal yang tidak sesuai dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat,
kesusilaan, ketentuan umurn dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau
itikad tidak baik. Pelaksanaan kesepakatan diversi dilaksanakan pada jangka
waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan diversi namun tidak boleh
melebihi ketentuan sebagai berikut: Dalam hal kesepakatan diversi

mensyaratkan pembayaran ganti rugi atau pengembalian pada keadaan



semula, kesepakatan diversi dilakukan pada waktu yang telah disepakati
dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan. Dalam hal
kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak,
kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan
dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 3 bulan.

5. Judul skripsi: “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik
dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penulisan hukum ini ditulis oleh Antonius
Widya Hertanto. Nomor mahasiswa: 090510036. Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya, yaitu: Bagaimana
penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap
pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?. Tujuan
penelitiannya, yaitu Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak telah mencerminkan diversi dalam proses pengambilan
putusan dalam perkara Anak.

Perbedaan antara skripsi yang telah penulis paparkan diatas
memiliki perbedaan dengan penelitian hukum yang sedang penulis susun.
Kelima tulisan di atas hanya menjelaskan tentang pelaksanaan dan
eksistensi diversi terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum.
Penulis menjelaskan tentang pelaksanaan diversi terhadap santri yang
melakukan tindak pidana yang studi kasusnya di Pesantren Modern Al-
Falah Abu Lam U. Oleh sebab itu, penjelasan penulisan hukum tersebut
menjadi pembeda antara skripsi hukum di atas dan penilitian hukum yang

sedang penulis susun.
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F.  Penjelasan Istilah
Dalam hal penjelasan istilah, penulis akan memberikan batasan,
penjelasan atau istilah yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini yang
nantinya berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut ini:
1. Penanganan.

tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan
kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum,
pemulangan, dan reintegrasi sosial.®
2. Anak.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.’

3. Santri.

Santri adalah Siswa yang menempuh pendidikan di pondok pesantren
dan menjadi pengikut dan pelanjut dari perjuangan ulama yang setia, yang
umumnya berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

4. Tindak Pidana.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut®
5. Pemukulan

perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa
menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi
badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan

atau tidak berdaya.’

® Lihat dan bandingkan Pasal 1Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia
Tahun 2022

’ Lihat dan bandingkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014

8 Suyanto,Pengantar Hukum Pidana,(Yogyakarta: Penerbit Deepublish,2018),
him. 68

® Lihat dan bandingkan Undang-Undang No 5 Tahun 2008
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G. Metode Penilitian

Secara Umum, metode penelitian dapat diartikan sebagai metode ilmiah
guna mempeoleh data untuk tujuan dan penggunaan tertentu.'® Oleh sebab itu,
dibutuhkan suatu metode penelitian untuk mendeskripsi dan menganalisis
permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini,
penulis memilih jenis penelitian dan pendekatan kualitatif. Jenis penilitian
kaulitatif merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu yang
berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.'’ Dalam hal ini dapat
diartikan bahwa meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai
dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian ini mengharuskan peneliti
untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang berkembang di tengah
masyarakat tersebut bisa terjadi dan perbuatan hukum yang dilakukan
masyarakat tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh santri. Penelitian
ini juga dapat diartikan penelitian tidak menggunakan metode perhitungan.
Tujuan dari penelitian dan pendekatan kualitatif ini adalah memperoleh

pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

2. Sumber Data
Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek dari mana data data
akan diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang
digunakan ada tiga yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara

melakukan wawancara langsung dengan objek guna mendapatkan hal-hal

10 sygiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 3

Boy S. Sabar Guna, Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Ul-
Press, 2008), him. 4
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yang bersangkutan dari sumbernya.> Wawancara dilakukan kepada
pengasuhan santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam u.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian
pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari
surat kabar, artikel, makalah dan dari ahli hukum serta pendapat dari para
ahli yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.
c. Data Tersier
Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap
bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab dengan
masyarakat mengenai suatu masalah yang diperlukan untuk dimintai
pendapat tentang suatu hal. Wawancara merupakan suatu metode yang
digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan
yang nantinya akan mendapatkan tujuan yang diinginkan.
b. Observasi
Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati suatu
tempat. Pengamatan juga dilakukan dengan mengumpulkan data
langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas observasi.
Pencatatan juga dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit
dan jelas.®

c. Dokumentasi

'2 SumadiSuryabrata, MetodePenelitian, (Jakarta:Rajawali,1987),hlm 93.

13 Sunapiah Faisal, Formal-formal Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2013), him52.
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Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh
penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari
sumber terpercaya dan akurat untuk memperkuat hasil penelitian ini.
4. Analisis Data

Pengelolaan data berdasarkan dengan rumusan masalah, maka rumusan
masalah akan ditulis menggunakan teknik analisis data dan penulis
menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data yang

didapatkan dan diperoleh dalam bentuk kalimat.
H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan berikut agar lebih terarah serta mudah untuk dipahami
dengan seksama yang terdiri dari:

Bab satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
metodelogi penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab Dua merupakan Tinjauan Umum mengenai pesantren, pesantren
sebagai lembaga pendidikan, anak yang berkonflik dengan hukum, teori
penyelesaian sengketa meluli non litigasi, dan penyelesaian sengketa menurut
hokum islam.

Bab Tiga merupakan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran
umum Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, mengenai faktor penyebab
santri yang melakukan kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam
U, Penangananan Santri yang melakukan kekerasan fisik di Pesantren Modern
Al-Falah Abu Lam U, serta Kendala yang dihadapi dalam menangani Santri
yang melakukan kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.

Bab Empat Bab yang memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan

saran-saran penulis.
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ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PESANTREN

A. Pengertian Pesantren

Pondok Pesantren menurut Istilah (etimologi) kata pesantren berasal dari
kata santri, dengan awalan pe- dan akhiran—an yang berarti tempat tinggal santri.
Pendapat lain menerangkan bahwa pesantren adalah pe-santri-an, yang artinya
tempat “tempat santri” yang belajar dari pemimpin pesantren (kyai) dan para
guru (ulama atau ustadz). pengajaran mencakup berbagai bidang tentang
pengetahuan Islam. pendapat lain menyatakan bahwasanya Pesantren berasal
dari kata santri, yaitu seseorang yang sedang mempelajari agama Islam, oleh
karena demikian pesantren mempunyai arti tempat orang-orang berkumpul
untuk belajar agama Islam.** Pesantren sendiri menurut pengertianya adalah
“tempat belajar para santri”’. Sedangkan Pondok mempunyai arti rumah atau
tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu.*

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Pondok Pesantren
menurut istilah (etimologi) ialah diambil dari kata santri (orang yang mencari
ilmu agama Islam) dengan menempatkan awalan Pe dan akhiran — an yang
membuatnya berubah arti menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama yang
bersumber dari kitab-kitab kuning, penghafalan terhadap Al-qu an dan Alhadis
atau pendidikan Agama Islam.

Sebaliknya Pondok Pesantren menurut terminologi yaitu: “asrama atau
tempat tinggal bagi para santri atau orang yang sedang menuntut ilmu”.*®
Sedangkan ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa “Pondok Pesantren
adalah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kyai yang
mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk

% Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Di
Indonesia, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), him. 19.

!> Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001), him. 138.

'8yasmadi, Modernisasi Pesantren, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), him. 61-62.
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menyelengarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama
sebagai tempat tinggal santri”.'’

Kata pondok berasal dari funduq (bahasa arab) yang artinya ruang tidur,
asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat tinggal
sederhana untuk para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya.’® Pesantren
merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian
(indegeneous) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan
menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran
maupun pendanaan.'® Jadi, pondok pesantren dapat diartikan yaitu tempat
tinggal sekaligus tempat para santri menimba ilmu khususnya ilmu agama.

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap
sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Pendidikan ini muncul sejak
abad ke -13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin
teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian.Bentuk ini kemudian
berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar
(santri), yang kemudian disebut pesantren.’’ Pondok pesantren menerapkan
prinsip tasamuh (toleran), tawasth wal I'tidal (Sederhana), tawazun (penuh
pertimbangan), dan ukhuwah (persaudaraan).”* Tujuan umum pesantren adalah
tempat pembinaan dan pengajaran warga negara agar memiliki berkepribadian
muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa
keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai

orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

Y Abdul Mujib, 1lmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 234.
18zamahsyari Dhofir, Tradisi Pesantren, LP3ES, Jakarta, 1982, him.18.

Irwan, Zain dan Hasse, Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial
Pesantren, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, him.124.

20 Sylthon Masyud ,Manajemen Pondok Pesantren, Dipa Pustaka, Jakarta, 2005,
h.1.

2! gyawaludin, Peranan Pengasuh Pondok Pesantren dalam Mengembangkan
Budaya Damai di Provinsi Gorontalo, Kementrian Agama Rl Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010, h.132.
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B. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang
mempunyai kekhasan tersendiri dan memiliki perbedaan dengan lembaga
pendidikan yang lainnya. Institusi ini lahir, tumbuh, dan berkembang sudah
sejak lama. Bahkan, semenjak sebelum dikenalnya lembaga pendidikan lainnya
di Indonesia, pesantren telah hadir lebih awal. Itu sebabnya, pesantren pada
umumnya dipandang sebagai lembaga pendidikan asli (indigenous) Indonesia.??

Sistem pendidikan pesantren yang didukung oleh unsur-unsur utamanya,
yakni kiai, santri, masjid, pondok dan kitab kuning merupakan sistem
pendidikan khas Indonesia yang unik. Sistem pendidikan ini memiliki kontribusi
dalam melahirkan alumni terdidik, yang tidak saja mampu menguasai
pengetahuan keislaman dan ilmu pengetahuan umum semata tetapi juga alumni
terdidik yang berkarakter dan berakhlak mulia. Di tengah majunya zaman,
sistem pendidikan ini juga tidak mau tertinggal. Dengan segala keterbatasannya,
ia berbenah dan melakukan perubahan orientasi pendidikan tanpa kehilangan jati
dirinya yang khas. Kurikulum yang semula hanya berorientasi keagamaan
kemudian ditambah dengan kurikulum pengetahuan umum. Pesantren bukan
hanya merupakan institusi pendidikan keagamaan yang statis, namun agar dia
bisa bertahan dengan segala macam tantangan zaman maka ia harus mengubah
diri tanpa kehilangan identitas khasnya. Awalnya pesantren didirikan sebagai
lembaga dakwah atau penyiaran agama Islam.

Pondok pesantren dapat dinamakan sebagai institusi pendidikan
keagamaan yang semenjak awal menerapkan pendidikan karakter dalam proses
pendidikanya. Pendidikan karakter di pesantren dilakukan secara integral dalam
keseluruhan pola kehidupan santri. Praktik pendidikan demikian terlihat di

hampir semua pondok pesantren di Nusantara.

22 Mudarrisa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, him.
145-172
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Pesantren juga dapat dinamakan sebagai salah satu institusi penyelenggara
perlindungan hak anak di Indonesia, yang utama pada sisi hak tumbuh kembang
dan pendidikan mereka. Karena seperti telah dijabarkan sebelumnya, pendidikan
pesantren merupakan proses pendidikan yang menggabungkan dua proses
pendidikan secara bersamaan, yakni pengajaran dan pengasuhan. Pengajaran
dapat dilihat dalam proses pembelajaran di kelas maupun di asrama pesantren.
Sementara pengasuhan tercermin dalam kehidupan keseharian santri di asrama
pesantren. Semua sisi kehidupan santri di asrama pesantren diatur sedemikian
rupa dalam satu ritme hidup yang unik. Dalam pengasuhan pesantren terjalin
interaksi yang berkelindan antara pendidikan, pengajaran dan pengasuhan.
Dalam jalinan itulah hak tumbuh kembang anak menjadi tantangan yang tidak
boleh diabaikan.

Santri yang kebanyakan berumur antara 12-18 tahun merupakan anak
yang diserahkan oleh orang tua atau wali mereka kepada pesantren untuk dididik
dalam tradisi pesantren dalam kurun waktu antara 3-6 tahun. Dalam kurun
waktu yang cukup panjang itulah santri mendapatkan pelayanan pendidikan,
kesehatan dan standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual,
moral dan sosial anak. Dari sisi pelayanan tersebut, pesantren sejatinya telah
berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan hak anak.

Pesantren hendaknya dapat menghindari kekerasan terhadap anak,
pesantren perlu mendesain konsep pesantren ramah terhadap anak. Pesantren
ramah anak merupakan institusi yang mengenal dan menghargai hak anak untuk
memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain, bersenang-senang,
melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan
secara bebas dan berperan dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas

mereka. Pesantren ramah anak juga menanamkan tanggung jawab untuk
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menghormati hak-hak orang lain, kemajemukan dan menyelesaikan masalah

perbedaan tanpa melakukan kekerasan.?

C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak merupakan karunia Allah Swt yang harus mendapat perlindungan,
bimbingan, dan pembinaan dari keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam surah Al kahfi ayat 46 Allah SWT:

& s T ,,lg‘,A;l\’ﬂ% 0od o e 8. o 5% A e
385 05 81 Gep e ERL 185 8 AT 50T 5 0 I

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan

Dalam penjelasan ayat tersebut kita akan berfokus pada kalimat “Harta
dan anak adalah perhiasan dunia”. Sesuai dengan Surah Al Kahfi tersebut Al
Qur’an telah menjelaskan bahwa anak merupakan perhiasan dunia dan menjadi
suatu hal yang mewah atau kemewahan yang dimiliki orang tua dalam suatu
keluarga. Oleh sebab itu, keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan
melindungi anak agar dia dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara. Anak secara psikologis dan biologis memiliki perbedaan dengan orang
dewasa dan sangat sensitif terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat
mempengaruhi perkembangan jiwanya. Fase pertumbuhan jiwa anak pada
umumnya masih labil, sehingga fase ini sangat penting dalam proses

pertumbuhan fisik dan jiwanya.?*

2 Achmad Muchaddam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan,
Pembentukan karakter,(Jakarta: Publica Institute,2020), him: 218-220

2% Rizanizarli, “Pembinaan Terpidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan
Pidana Anak”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,2018 Him. 351.
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Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
Kekerasan pada anak adalah tindakan yang di lakukan seseorang / individu pada
mereka yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang menyebabkan
kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Istilah kekerasan pada anak ini
dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat
perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga
sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau
penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan
keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini di kenal dengan perlakuan salah
terhadap anak atau child abuse yang merupakan bagian dari kekerasan dalam
rumah tangga (domestic violence).

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau
dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Secara
internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of
The Child Tahun 1989, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18
tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan
telah diperoleh sebelumnya. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam
perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang tersebut
termasuk kategori anak atau bukan.

Jika membicarakan batas usia beberapa seseorang dapat dikatakan
tergolong anak, menurut Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa:
dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan
umur yaitu 16 (enam belas) atau 18 (delapan belas) tahun perhitungan usia
itulah anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom

mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan

% Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional,
Rajawali, Jakarta, 1986, HIm. 105.
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dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila
proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak
adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun
untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.””

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak adalah mereka yang telah
berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut
Hukum Perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

Ayat (1): Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur
21 (dua puluh satu) tahun, kecuali: Anak yang sudah kawin sebelum umur 21
(dua puluh satu) tahun, dan Pendewasaan (Pasal 419 KUH Perdata).

Ayat (2): Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi
padaseseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai
pengaruh status kedewasaannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga
mendefiniskan tentang Anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Namun hal
berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam
pemilihan misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas
perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudahmencapai usia 17 (tujuh

belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan

%6 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2010, him. 32.
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bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada
kepentingannya.?’

Menurut Gatot Supramono pengertian Anak adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak pidana. Menentukan batasan-batasan umur anak
yang tergolong untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan
termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan
undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di
lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntut
ataupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.?®

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (child abuse) didefinisikan
sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh
orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak
yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap
kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan
yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik
berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Harus disadari bahwa child abuse
sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja,
melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan
seksual, (sexual assault) pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau
makanan kurang gizi (malnutrition), pengabaian pendidikan dan kesehatan yang
berkaitan dengan medis (medical abuse).?®

Kekerasan terhadap anak menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak: (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang

2" Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta,
1988, him. 50.

%8 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000,
him. 2.

# Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak ,(Pointianak: Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Pontianak,2014), him 4
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tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan,
berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

Santri yang melakukan kejahatan terhadap harta benda dikategorikan
termasuk dalam anak yang berkonflik dengan hukum. dijelaskan juga dalam
UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termuat
dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Anak yang berkonflik dengan Hukum yang
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak
Pidana.

Menangani Anak yang berkonflik dengan Hukum harus mengedepankan
penyelesaian dengan cara keadilan Restoratif, maksudnya yaitu penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan, serta penjatuhan pidana merupakan upaya
terakhir dalam penyelesaian kasus anak.

Penanganan anak yang bermasalah melalui penyelenggaraan peradilan
pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada perinsip bahwa
penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha
kesehjateraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara

proporsional sesuai dengan situasilingkungan pelaku atau perbuatannya.
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D. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk
kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada
juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau
lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok
kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.*

Dalam proses penyelesaian sengketa ada dua metode penyelesaian yang
dapat di tempuh yaitu, melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian
sengketa melalui jalur litigasi atau melalui Lembaga Peradilan Negara berarti
sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian
persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian
hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan
dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau
melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo
dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang
merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan
pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan
eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita telah mengenal
adanya Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan penyelesaian
sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. . Solusi,

% Achmadi Ali, menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
(Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 320-321.
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berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk mengesampingkan sistem
peradilan. Penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum. Istilah Alternative
Dispute Resolution Mechanism merupakan terjemahan dari Alternative Dispute
Resolution (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat.
Munculnya ADR sendiri pada dasarnya merupakan respon dari ketidakpuasan
yang menimbulkan masalah waktu, biaya, dan kemampuan untuk menangani
kasus-kasus yang kompleks.

Pada negara-negara industri maju (negara-negara industri baru) dan di
beberapa negara berkembang, mereka sangat aktif mengembangkan berbagai
bentuk alternatif penyelesaian keputusasaan. Arah perkembangan lembaga ADR
adalah menempatkan ADR sebagai first resort, sedangkan pengadilan/peradilan
terletak pada barisan terakhir atau sebagai last resort.*

Pada saat ini pembahasan tentang alternatif penyelesaian sengketa
semakin menjadi perdebatan dan bahkan harus berkembang untuk mengatasi
backlog dan backlog perkara di pengadilan dan di Mahkamah Agung. Ada
banyak alternatif metode penyelesaian sengketa, antara lain:*®

1. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa arbitrase
(arbiter) adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum
berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para Para Pihak. ke
sengketa.** Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan

proses perdamaian yang sesuai atau sebagai aturan untuk menyelesaikan

31 Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016,
him.8

32 Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan
Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, him 69.

% Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan, 2008, him 1

% Susanti adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan
Hukumnya.HIm. 73
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perselisihan untuk mencapai hasil yang spesifik, final dan mengikat. Istilah
arbitrase terdiri dari kata Arbitration (Latin), Arbitration (Belanda/Perancis),
Arbitration (Inggris) dan Arbitration (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk
menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui
seorang arbiter atau wasit.*® Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi
sengketa yang sedang berkembang atau sedang berkembang yang tidak dapat
diselesaikan melalui perundingan/konsultasi atau oleh pihak ketiga, dan
untuk menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu oleh
lembaga peradilan.
2. Negosiasi
Menurut Fucher dan Ury, yang dikutip oleh Nurmaningsih Amriani,
negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai
kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau
berbeda.®® Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi
Nugroho bahwa negosiasi adalah proses negosiasi untuk mencapai
kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi yang dinamis,
komunikasi dengan tujuan solusi atau solusi atas masalah kedua belah
pihak.®" Negosiasi adalah cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan
perselisihan. Namun, para pihak yang bersengketa sering gagal dalam
negosiasi karena mereka tidak memiliki penguasaan teknik negosiasi yang
baik.
3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah bernegosiasi dengan pihak ketiga yang
berpengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan yang dapat

membantu mengkoordinasikan kegiatan Anda dalam situasi konflik sehingga

®bid, him. 78

% Nurmaningsih amriani, Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di
Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, him 23

37 Susanti adi Nugroho, Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa,
Telaga llmu Indonesia: Jakarta, 2009, him 21
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dapat lebih efektif dalam proses negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan
sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara
damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau
kesimpulan bagi para pihak, melainkan moderator dalam melakukan dialog
antara para pihak dalam lingkungan terbuka. kejujuran dan pertukaran
pendapat untuk mencapai mufakat.*®

Definisi mediasi antar ilmuwan tidak seragam, mereka semua menawarkan
pemahaman sesuai dengan sudut pandang mereka sebagai berikut:*

a. Emirson merumuskan istilah mediasi sebagai bentuk intervensi dalam
suatu sengketa atau perundingan oleh pihak ketiga yang dapat diterima,
tidak memihak, netral dan tidak merupakan suatu kewenangan
pengambilan keputusan untuk membantu para pihak yang bersengketa
mencapai kesepakatan. kesepakatan dalam penyelesaian sengketa untuk
mencapai isu-isu kontroversial.

b. Nolan Harley, mendefinisikan mediasi sebagai proses pencarian
terstruktur, jangka pendek, berorientasi tugas di mana pihak yang
bersengketa bekerja sama dengan pihak ketiga yang netral untuk
mencapai penyelesaian damai.

c. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa
antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat dengan
bantuan pihak netral yang tidak memiliki kekuatan pengambilan

keputusan.

Dari segi regulasi, ketentuan mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, merupakan Kkelanjutan dari
kegagalan perundingan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan

ketentuan Pasal 6, Paragraf 2). Kata-kata Pasal 6.3 juga menegaskan bahwa

38 Ibid, hlm 22

¥ Hilman syahrial hag, Mediasi komunitas sebagai alternative penyelesaian
sengketa. him. 23
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"penyelesaian akan damai dengan bantuan satu atau lebih penasihat ahli atau
mediator”. Undang-undang tidak memberikan definisi atau definisi yang
jelas tentang mediasi atau mediator. Pengertian mediasi dan mediator
ditemukan antara lain dalam ketentuan umum PERMA nomor 1 Tahun 2016
bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui tata cara
musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan
seorang mediator, yaitu hakim atau pihak lain yang sebagai pihak netral
memiliki sertifikat mediator (dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung dari lembaga yang terakreditasi MA) yang membantu para pihak
dalam proses negosiasi untuk mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian
sengketa tanpa melanggar atau memaksakan suatu perjanjian.*

Dalam penangan kasus pidana juga dikenal alternatif penyelesaian
sengketa, yaitu mediasi penal. Mediasi penal merupakan Alternatif
penyelesaia perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara
pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana
oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadangkadang tidak
memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran
penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (Alternative Dispute
Resolution) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi
antara pelaku dengan korban.

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah
hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan
oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang
Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6
menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud
dan white-collar crime atau apabila terdakwanya korporasi, makapengadilan
seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang

0 Ibid, Hal 252
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bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan
mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.*

Banyaknya pemikiran dan juga kearifan lokal dalam hukum adat di
Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah
lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain di Sumatera Barat,
Aceh, dan hukum adat Lampung.”’ Bahkan di Aceh (NAD) sudah
dituangkan dalam Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan
Adat yang antara lain intinya mengatur sebagai berikut:

Pasal 13: sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui
musyawarah adat.

Pasal 14: perdamaian mengikat para pihak; yang tidak mengindahkan
keputusan adat, dikenakan sanksi adat.

Pasal 15: apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat
mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum; Keputusan adat dapat
dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia pun pernah terjadi (dalam
kasus Ny. Ellya Dado, disingkat “Kasus Ny. Elda”), adanya “perdamaian”
digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindak pidana
yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran,
dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.*

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang
Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:

* Barda Nawawi Arief, Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka
Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana),
Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung
R.1., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, | Maret 20001,
him. 7-8

*2 Hilman Hadikusuma. 1979. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni; dan
Natangsa Surbakti, Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan
Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

® https://media.neliti.com/media/publications/43192-1D-mediasipenaldalam -
sistem-peradilan-pidana-indonesia.pdf (diakses 4 oktober 2022)
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(1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
atau penyidikan dihentikan demi hukum.

(2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
juga dilakukan atas dasar:

a. putusan hakim praperadian atas dasar permintaan korban/pelapor;

b. dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan
tersangka.

(3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;

b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat tahun);

c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh
puluh) tahun;

e. kerugian sudah diganti;

(4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e
hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun;

(5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada atasan penyidik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui
mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.
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E. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam
Penyelesaian sengketa juga dikenal di dalam diantaranya sebagai berikut
ini:
1. As-Sulhu
Secara etimologi, sulh mempunyai arti meredam pertikaian, sedangkan
menurut terminologi sulh berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk
mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa
secara damai. Penyelesaian sengketa berdasarkan perdamaian untuk
mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan. Allah swt berfirman dalam

surat Al Hujurat. ayat 10:

&
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena
itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisin) dan

bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Para ahli hokum islam sepakat bahwa persoalan yang boleh didamaikan
(disulh-kan) hanya dalam bentuk pertikaian yang dapat dinilai dan sebatas
hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain,
persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah
saja, sedangkan hal-hal yang melawan hak-hak Allah tidak dapat
didamaikan.

Dalam proses melaksanakan perdamaian, perjanjian damai bisa
dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau
melalui sidang pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian
sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan

perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain
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untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan
arbitrase untuk mewujudkan perdamaian antar sesama.
2. At-Tahkim

Dalam pandangan Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah
At-tahkim. Tahkim sendiri secara etimologi diambil dari kata hakkama,
yang berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.
Secara umum, secara umum tahkim mempunyai pengertian yang sama
dengan arbitrase yang dikenal yakni pengangkatan seseorang atau lebih
sebagai wasit oleh dua orang yang berselisin atau lebih, guna
menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang Yyang

menyelesaikan disebut dengan hakam.
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BAB 111
PENERAPAN MEKANISME KASUS NON LITIGASI TERHADAP
KEKERASAN FISIK DI PESANTREN

Gambaran Umum Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U

1. Keadaan Geografis Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U

Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U merupakan salah satu pesantren
yang terletak di kemukiman Lamjampok, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten
Aceh Besar.

Secara geografis Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U berbatasan
dengan:

a. Persawahan di sebelah Utara

b. Desa Paleuh Blang di sebelah Selatan

c. Desa Lam U di Sebelah Barat

d. Desa Paleuh Blang di sebelah Timur

Secara tofografi Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U memiliki
wilayah daratan datar pada ketinggian 10-15 m di atas permukaan laut.
Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U terletak pada 5,48954° U, 95,39002
T. Wilayah lainnya merupakan area persawahan dan pemukiman penduduk.
2. Sejarah Berdirinya Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U

Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U didirikan pada tahun 1992 atas
inisiatif (alm) Drs. Athaillah bin Abdullah bin Umar, (alm) Nashiruddin
Hasyim, Drs Anwaruddin, seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat
kemukiman Lamjampok, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah,
dalam rangka menghidupkan kembali nilai-nilai yang pernah dipunyai oleh
masyarakat kemukiman Lamjampok ketika almarhum Tgk. Haji Abdullah
bin Umar Lam U (Abu Lam U) masih hidup.

32
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Pesantren Al-Falah Abu Lam U merupakan titisan dari Dayah Lam U
yang sudah pernah ada sebelum Indonesia merdeka. Sebelum perang Aceh-
Belanda 1873, di desa Lam U telah berdiri sebuah Dayah yang dipimpin oleh
seorang ulama Tgk. Haji ‘Auf dan kemudian dilanjutkan kepemimpinannya
oleh anak beliau Tgk. Haji Umar bin ‘Auf. Namun karena kondisi keamanan
setelah meletusnya perang Aceh — Belanda (1873), beberapa ulama
diharuskan untuk hijrah dalam rangka menyelamatkan ilmu pengetahuan. Di
antara ulama yang melakukan hijrah pada waktu itu adalah Tgk. Haji Umar
bin ‘Auf, beliau berangkat ke Yan Kedah Malaysia dan menetap di sana
untuk mengajarkan pelajaran agama di dayah Yan di bawah asuhan Tgk.
Muhammad Arsyad Ie Leubeue. Tgk H. Umar bin ‘Auf dalam hijrahnya,
membawa serta keluarganya ke Yan, termasuk di dalamnya Tgk. Abdullah
bin Umar Lam U.

Setelah keadaan di Aceh mulai normal, Tgk. Abdullah bin Umar Lam U
kembali ke tempat kelahirannya desa Lam U untuk menghidupkan kembali
dayah yang dulunya pernah dikelola oleh ayah dan kakeknya. Dalam waktu
singkat keadaan dayah Lam U kembali didatangi oleh santri dari beberapa
daerah dalam XXII mukim (Aceh Besar sekarang) dan dari luar XXI1 mukim.
Dayah ini terus berkembang sampai Abu Lam U wafat pada tanggal 4 Juni
tahun 1967.

Dayah Lam U kemudian menjadi vakum setelah Abu Lam U wafat.
Proses belajar mengajar yang sebelumnya sangat semarak menjadi sepi
bahkan tidak ada sama sekali. Kevakuman ini disebabkan oleh beberapa
factor, di antaranya tidak ada lagi generasi penerus dari silsilah keluarga
yang mempunyai keahlian di dalam bidang ilmu agama seperti yang dimiliki
olen Abu Lam U dan orang tuanya. Hampir semua keluarga Abu Lam U
terjun dalam bidang sekolah formal (umum). Dan tidak ada dari mereka
yang mendalami ilmu agama secara khusus seperti yang pernah dilakukan

oleh leluhur mereka. Dengan demikian meninggalnya Abu Lam U pada
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tanggal 4 Juni 1967 selain kehilangan bagi masyarakat Aceh secara umum
juga kehilangan yang sangat besar bagi masyarakat Lamjampok dan
sekitarnya terlebih dengan hilangnya dayah Lam U yang sudah sangat
mensejarah sejak sebelum kemerdekaan.

Baru pada tahun 1992 atas prakarsa dan usaha anak (alm) Abu Lam-U,
Athaillah bin Abdullah bin Umar Lam-U, bersama beberapa tokoh
masyarakat Lamjampok pesantren Abu Lam-U dihidupkan kembali.
Pembangunan kembali Pesantren Abu Lam U dilakukan dengan mendirikan
sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang ketuanya dipegang
langsung oleh (alm.) Drs. H Athaillah Abu Lam U. Seluruh komponen
masyarakat yang di 10 Desa di kemukiman Lamjampok sangat mendukung
I’tikad baik ini. Mereka saling bahu membahu dalam memberi dan mencari
bantuan untuk menghidupkan kembali pusat pendidikan yang sudah lama
mati ini. Sebagian masyarakat ada yang merelakan sawahnya menjadi areal
Pesantren. Sebagian lagi ada yang mau menukar tanahnya dengan tanah
yang berada di tempat lain. Beberapa orang menyumbangkan tenaganya
untuk bekerja demi Pesantren. Semangat ini telah menjadikan Pesantren
berjalan dengan baik walaupun dari sisi financial masih sangat
memprihatinkan. Tetapi lambat laun karena keikhlasan para pendiri,
kesabaran para pendidik dan kepedulian yang begitu besar dari seluruh
komponen masyarakat, Pesantren mulai berkembang walaupun dalam gerak
yang perlahan.

Pada awalnya Pesantren ini bernama Pesantren Modern Abu Lam U,
namun karena namanya dianggap sama dengan yayasan yang menaunginya,
maka namanya dirubah menjadi Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.
Penamaan dengan Pesantren modern karena system pengajaran yang
digunakan tidak lagi mengikuti system lama dalam bentuk pengajian, tetapi
lebih condong kesistem yang digunakan dalam sekolah formal. Juga di

Pesantren ini mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya ilmu-ilmu
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keislaman semata, tetapi juga diajarkan semua pelajaran umum yang
diajarkan pada sekolah-sekolah umum yang sederajat.

Sejak tahun berdirinya Pesantren Abu Lam U resmi menerima santri
baru dengan pimpinan pertamanya Drs. H. Abdurrahman TB (sekarang salah
seorang petinggi di Kanwil Depag NAD) yang dibantu oleh (alm.) Dr. Dail
Hikam, alumni Gontor yang berasal dari Banten yang kemudian menjadi
Pimpinan Pesantren ini sampai tahun 2005. Pada awalnya Pesantren hanya
menampung santri yang berasal sekitar Aceh Besar dan hanya mempunyai
belasan santri. Namun dari tahun ke tahun jumlah santri semakin bertambah
seiring dengan pencapaian kualitas yang terus meningkat.

Ketika tsunami datang banyak santri yang belajar di Pesantren ini yang
kehilangan orang tua mereka dan kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 85
santri yang belajar di sini adalah korban tsunami. Sebagian mereka telah
kehilangan kedua orang tuanya (yatim-piatu), sebagian yang lain kehilangan
Ayah dan yang lainnya kehilangan ibu. Ada juga yang kedua orang tuanya
masih hidup, tetapi mereka tidak lagi mempunyai tempat tinggal dan masih
tinggal di barak pengungsian. Pesantren dengan segala keterbatasan tetap
menampung mereka dengan membebaskan segala pungutan dari mereka.

Pesantren dengan segala keterbatasan berusaha untuk membantu mereka
dengan cara meminta bantuan dari donator yang concern terhadap persoalan-
persoalan pendidikan dan kemanusiaan. Alhamdulillah bantuan terus
mengalir untuk mereka, bahkan ketika akan menerima santri baru pada bulan
Juni 2005 sebuah yayasan milik keluarga dari Negara jiran, Malaysia,
Yayasan Zainuddin telah memberikan bantuan beasiswa untuk 250
santriwati yang tidak mampu. Namun hanya 175 santriwati dari 215
santriwati yang ada yang memenuhi Kkualifikasi kurang mampu. Selain
membantu beasiswa yayasan Zainuddin juga memberi bantuan sarana fisik

berupa 3 unit gedung, satu unit dormitory untuk putri, satu unit dining room,
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dan satu unit ruang belajar. Semua fasilitas itu sekarang sudah bisa
digunakan walaupun belum mencapai tingkat kesempurnaan.**
3. Kurikulum Pendidikan

Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U mengikuti kurikulum inti
(Nasional) yang dilengkapi dengan kurikulum institusional (lokal). Bahasa
pengantar sehari-hari menggunakan bahsa arab dan/atau inggris. Lembaga ini
berupaya memadukan sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan dayah
secara integral (pendidkan agama 100% dan pendidikan umum 100%) yang
bernaung di bawah kementrian pendidikan nasional dan kementrian agama.
Sistem pendidikan dayah mengharuskan santri menetap di asrama untuk
memperoleh bimbingan langsung dan kontrol dari guru selama 24 jam.
Diharapkan dengan kurikulum semacam ini dapat menciptakan generasi
islam yang tidak terbatas pada keunggulan intelektual semata, melainkan
terintegrasi dalam suatu sistem pendidikan yang mengutamakan
keseimbangan pada Intellectual Quotient (ilmu pengetahuan/sains) dan
Emotional Quotient (Akhlaqul Karimah) serta Spiritual Quotient (kecerdasan
spiritual/agama).
4. Jenjang Pendidikan dan Lulusan

Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U mengelola pendidikan untuk
jenjang SMP dan SMA. Berdasarkan surat keputusan Kementrian Pendidikan
Nasional, SMP Islam Al-Falah dan SMA Islam Al-Falah memperoleh status
akreditasi A.

Lulusan Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U memperoleh tiga ijazah
yakni: ljazah SMP, ijazah SMA, dan ljazah pesantren. Dengan demikian para
lulusan dapat melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di universitas

umum maupun universitas agama. Saat ini alumni telah menyebar di

44http://www.alfalahabulamu.com/seja rah-berdirinya-al-falah-abu-lam-u/#text=
Pesantren%20AI%2DFalah%20Abu%20Lam,.%20Haji%20Umar%20bin%20'Auf.
(diakses 25 oktober)
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beberapa universitas terkemuka di tingkat nasional dan internasional. Di
antaranya: Waseda University Jepang, Deakin University Australia,
International University of Africa sudan, Al-Azhar University Mesir,
Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Syiah Kuala, Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry banda Aceh, dan Universitas lainnya di dalam

negeri.

B. Faktor Santri Melakukan Kekerasan Fisik

Dalam setiap lembaga pendidikan bukan tidak mungkin peserta didik yang
belajar pada lembaga tersebut tidak terjadi tindak kejahatan, namun bisa saja
hal tersebut minim terjadi dan sedikit banyaknya berbeda-beda. Dapat
ditemukan hampir disetiap lembaga pendidikan munculnya berbagai kasus dan
masalah yang timbul akibat perbuatan anak didiknya. Seperti diketahui bahwa
anak didik yang menimba ilmu di sebuah lembaga pendidikan berasal dari
golongan yang berbeda-beda dan tentu berbeda watak dan karakter yang
dibawanya.

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses
kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah
laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Tindakan seperti
melakukan kekerasan fisik atau pada tubuh orang lain, serta pemerasan dan
ancaman tidak hanya bias diperbuat oleh orang dewasa tetapi juga terjadi dan
dilakukan oleh anak-anak.

Sudah tentu pada lembaga pendidikan pendidik yaitu guru, ustadz dan
yang setara dengannya seyogyanya peka pada perkembangan anak dalam
menimba ilmu pendidikan, karena anak merupakan tunas bangsa yang harus
dijamin bukan hanya dalam segi akademisinya namun juga dari segi
perkembangan mental anak didik. Pada umumnya setiap orang berperilaku pada
usianya masing-masing, tak terkecuali anak akan bertindak dan berperilaku

menurut umurnya saat itu.Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U masih
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termasuk golongan pelajar dan anak. Santri di pesantren modern al falah abu
lam u merupakan siswa smp dan sma yang menempuh pendidikan formal dan
pendidikan agama. Santri di pesantren modern al falah abu lam u umurnya
berkisar antara 12-18 yang masih dikategorikan sebagai anak. Anak yang masih
dalam pertumbuhan biasanya masih berpikir labil sehingga kesenjangan bisa
saja terjadi antar anak tersebut, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya
kekerasan antara santri tersebut.

Pada kasus kekerasan di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U biasanya
terjadi antara kakak kelas terhadap adik kelas dan terkadang terjadi antara teman
sekelas maupun teman sekamar. Motif terjadinya kekerasan ini atas dasar
pemberian hukuman oleh abang kelas yang menjabat pada Organisasi Pelajar
Dayah Abu Lam U (OPDAL). Pemberian hukuman OPDAL sebenarnya sudah
di atur di dalam Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pesantren Modern Al-
Falah Abu Lam U atau yang lebih dikenal di Pesantren ini sebagai Tang
Komando (TANGKO) Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, Namun ada
kalanya para santri yang masih labil ini menghukum adik kelasnya sampai
terjadi hukuman fisik atau kekerasan. Kekerasan bukan hanya terjadi akibat
hukum menghukum di pesantren antar kakak leting pada adik leting, namun
juga terjadi antara teman sekelas atau sekamar. Hal ini disebabkan anak yang
satu mengejek anak yang lain hingga mengakibatkan perkelahian antar anak
tersebut.”®

Penulis merangkum beberapa Faktor Penyebab Santri Melakukan tindak
pidana kekerasan di Pesanteran Modern Al-Falah Abu Lam U diantara yaitu:

1. Faktor Pribadi/Individual Santri

Diri sendiri menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran demi
pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Faktor Jenis Kelamin (gender) juga
dapat menjadi faktor kelakuan menyimpang yang dilakukan Santri. Dimana

> Wawancara Mursalim, Bagian Pengasuhan Santri, wawancara pada hari kamis
20 Oktober 2022
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secara umum jika dibandingkan anak laki-laki dengan anak perempuan, maka
anak laki-lakilah yang paling sering melakukan kejahatan seperti kekerasan
fisik, hingga penganiayaan.

Factor Selanjutnya adalah usia, dimana usia Santri yang masih dapat
dikategorikan anak atau juga sering disebut remaja menjadi penyebab santri
belum bisa berpikir secara rasional dengan apa yang dilakukannya dan akibat
dari sikapnya , oleh sebab itu Santri sulit mengontrol diri dalam tingkah
lakunya, masa transisi santri dari anak-anak menuju masa remaja tidak jarang
gagal dalam mengembangkan kontrol diri dalam masa pertumbuhan dan
perkembangan.

2. Faktor Keluarga

Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat, namun demikian
posisinya primer dan sangat mendasar pada kehidupan sang anak. Karena
keluarga adalah lingkungan belajar anak untuk pertama kalinya, ketika
lingkungan keluarga baik maka anak yang tumbuh dan berkembang di
dalamnya akan baik juga, namun jika lingkungan keluarga buruk itu bisa
saja mempengaruhi perkembangan anak dimasa yang akan datang. Keluarga
pada hakikatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anak yang
masih dalam bimbingan tanggungjawab orang tuanya.

Proses perkembangan santri yang serba sulit membuat santri sangat
membutuhkan perhatian dari orang-orang terdekatnya khususnya oleh
keluarga. minimnya perhatianserta dukungan dari Keluarga akan
mempengaruhi perlakuan santri, kurangnya penerapan disiplin yang efektif
serta Tidak adanya komunikasi dan dialog yang baik antar anggota
keluarga, keadaan ini memunculkan rasa frustasi dan jengkel pada Santri,
sehingga santri tidak mungkin mau mempercayakan permasalahannya dan
membuka diri, sehingga melampiaskannya membuat sang anak
memberontak bahkan dapat melakukan perbuatan kejahatan seperti

kekerasan fisik dan pemukulan dalam kehidupan pondok pesantren.
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3. Faktor Teman Sebaya

Kehidupan santri dipondok pesantren dituntut harus menyesuaikan diri
dengan kehidupan sosial sesama santri. Proses memilih dan menentukan
teman yang baik dalam kehidupan juga sangat berpengaruh. Santri lebih
cenderung berorientasi kepada teman sebaya dikarenakan santri lebih
banyak menghabiskan waktu bersama teman sebaya. Jika Santri memiliki
teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan, maka proses meniru hal
yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya akan menjadi pemicu dan
meningkatkan resiko santri untuk menjadi nakal juga. Pengaruh teman
sangat kuat, terutama untuk perilaku melanggar peraturan secara bersama-
sama sehingga santri tidak takut melanggar.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan Pondok Pesantren merupakan tempat pendidikan bagi santri,
jadi lingkungan pondok pesantren juga bertanggung jawab terhadap ilmu apa
yang di dapatkan santri serta pembentukan karakter santri. Di dalam Pondok
Pesantren, masing-masing individu mempunyai latar beralakang yang
berbeda-beda, Para Santri melakukan interaksi terhadap teman-temannya
yang sepantaran, dimana karakter tiap-tiap anak itu berbeda-beda, bisa
diantara teman-temannya tersebut memberikan pengaruh negatif dalam
pergaulannya misalnya saling membully atau belajar untuk memukul bahkan
bisa sampai belajar berkelahi. Di Lingkungan Pondok Juga apabila santri
tidak dapat beradaptasi dengan baik maka akan terjadi konflik dalam diri
santri sendiri hal ini akan membuat santri tidak betah berada di pondok dan
mempunyai kecenderungan untuk melanggar tata tertib pondok.

Sedangkan lingkungan luar pesantren, kontrol diri yang lemah akan
membuat santri tidak dapat memfilter budaya asing yang masuk kedalam
pondok pesantren. Padatnya kegiatan dan ketatnya peraturan yang harus
dipatuhi membuat kondisi santri menjadi lebih tertekan. Santri yang berada

dalam tekanan melampiaskan kondisi emosional yang dirasakan dengan
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perilaku menentang tertib. Disinilah sosok pengasuhan dari guru sangat

diperlukan untuk pengawasan para santri dalam pergaulannya.*

C. Pola Penyelesaian Kekerasan Yang Dilakukan Santri di Pesantren

Modern Al-Falah Abu Lam U

Penulis mendapatkan data dan informasi tentang kenakalan santri di
Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U melalui wawancara dan observasi
dengan beberapa Pengasuhan Santri di Pesantren tersebut.

Saifuddin Sa’dan selaku Pimpinan Pesantren, menjelaskan bahwa Pondok
Pesantren Modern merupakan lembaga pendidikan perpaduan antara sekolah
umum dan agama islam yang berbasis pada ajaran agama. Pembelajaran dan
pengajaran tidak boleh lepas dari garis islami. Meskipun begitu tidak menutup
kemungkinan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak (santri) nihil terjadi.
Kasus seperti kekerasan fisik dan ancaman juga terjadi meskipun pengaturan
mengenai pelanggaran yang tertuang dalam aturan tertulis Teng Komando
(Tengko). Untuk itu penyelesaian untuk santri yang melanggar juga harus sesuai
dengan apa yang telah ditentukan dalam Teng Komando (TENGKO).

Dalam usaha dalam menyelesaiakan pelanggaran santri tersebut, Pihak
Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh
Besar, melakukan pola penyelesaian sebagai berikut:

1. Memanggil Santri yang terlibat dalam Pelanggaran.

Pengasuhan Santri menerima adanya laporan pelanggaran yang
dilakukan oleh Santri, maka pengasuh santri memanggil santri yang terlibat
pada pelanggaran tersebut untuk memahami kebenaran adanya pelanggaran.
2. Menginterogasi Santri yang terlibat dalam Pelanggaran.

Setelah pengasuhan melakukan pemanggilan terhadap santri, pihak

pengasuhan melakukan interogasi secara tertutup terhadap santri yang

* Hasil Wawancara Win Yahya selaku Pengasuh Santri di Kantor Pengasuhan
Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, wawancara pada hari kamis 20 Oktober
2022
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terlibat dalam pelanggaran. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui motif
dan alasan mengapa santri tersebut melakukan pelanggaran di Pesantren
Modern Al-Falah Abu Lam U.

3. Memberikan Sanksi kepada Santri yang Melanggar aturan.

Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U memiliki aturan tertulis
yaitu Teng Komando (TENGKO) yaitu acuan atau rambu-rambu yang harus
ditaati oleh seluruh santri selama masa studinya, aturan tertulis tersebut
berisi tentang Ketentuan Umum, Peraturan dan Sanksi.

Ketertiban Umum, Keamanan Umum, Kesehatan dan Kebersihan, Serta
Kesalahan yang harus dihindari. Jika Santri terbukti melakukan Kesalahan
dan Pelanggaran, maka Santri akan diberikan Sanksi sesuai dengan
Kesalahan apa yang Santri lakukan.

4. Pengawasan Santri dalam menjalani Hukuman atas Pelanggaran yang

dilakukan .

Di Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, Setiap Santri yang
melakukan pelanggaran diberikan Sanksi/Hukuman Disiplin  oleh
Pengasuhan Santri, maka identitas Santri tersebut dicatat di dalam Buku
Pelanggaran “BlackList”. Santri juga membuat surat perjanjian tidak akan
mengulangi  kembali perbuatannya. Dan dalam masa menjalani
Sanksi/hukuman, santri dilakukan pengawasan yang ketat oleh Pengasuhan
Santri. Hukuman yang dijalani oleh Santri beragam sesuai dengan
Pelanggaran apa yang telah dilakukannya. Dan tempo yang diberikan dalam
penjatuhan Hukuman ditentukan oleh Ketua Pengasuhan Santri. Tujuan dari
pengawasan tersebut adalah untuk memberikan Efek Jera agar Santri tidak
akan mengulangi kembali atas pelanggaran yang ia lakukan serta

memperbaiki sikap santri untuk menjadi lebih baik lagi.*’

* Hasil Wawancara Mursalim selaku Bagian Pengasuhan Santri di Kantor
Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, wawancara pada hari kamis
20 Oktober 2022
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Namun , disamping itu ada beberapa kendala dalam penanganan kasus
kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, diantaranya:

a. Pada saat Pengasuhan Santri memberikan hukuman kepada santri yang
melanggar aturan, tidak jarang juga adanya bentuk protes dari Orang Tua
Santri yang tidak menerima bahwa anaknya diberikan Hukuman dengan
alasan anaknya cukup diberikan teguran saja agar tidak mengulangi
kembali perbuatannya tanpa harus dijatuhi Sanksi/Hukuman.

b. Beberapa santri sering mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan
oleh Santri lainnya, namun tidak memberitahukan /melaporkan kepada
Pihak pengasuhan Santri, sehingga Pihak Pengasuhan tidak mengetahui
pelanggaran yang telah dibuat, dan berefek akan terulangnya kembali
pelanggaran tersebut.

c. Santri yang telah dijatuhi Sanksi/Hukuman bahkan tidak menimbulkan
efek jera bagi santri tersebut, padahal Sanksi yang diberikan sudah cukup
berat, namun santri tersebut masih tetap mengulangi perbuatannya,
bahkan menjadikan suatu kebiasaan pada diri santri tersebut untuk
melakukan pelanggaran.

d. Perbandingan Jumlah Pengasuhan Santri yang lebih sedikit dibandingkan
Jumlah Santri yang lebih banyak, oleh karena itu Pengasuhan Santri
sedikit kurang maksimal dalam melaksanakan pengawasan yang efektif,

dan tidak setiap saat bisa membersamai para Santri®.

D. Sanksi-Sanksi Di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U
Adapun Kesalahan yang harus dihindari yang termuat dalam aturan
tertulis Teng Komando “TENGKO” Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu

Lam U vaitu:*

* Hasil Wawancara Mursalim selaku Bagian Pengasuhan Santri di Kantor
Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, wawancara pada hari kamis
20 Oktober 2022

* Teng Komando Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U,(Pengasuhan Santri:
2022), him; 6-8
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Berkelahi

Kekerasan atas Junior (kekerasan fisik dan mental, seperti
mengancam, menganiaya).

Berhubungan dengan orang luar/yang bersifat negatif.

Berhubungan dengan wanita yang sifatnya negatif tanpa terkecuali.
Mengambil hak milik orang lain.

Merusak bahasa resmi (Arab dan Inggris).

Memfitnah, menghina dan mencaci orang lain.

Mengancam serta menakut-nakuti dan membully.

Menyembunyikan kesalahan orang lain.

. Mengundang teman pada acara besar pesantren tanpa sepengetahuan

pengasuhan santri.

Menjadikan pesantren sebagai ajang berkumpul bagi teman-teman dari
luar kampus.

Memasuki kantor, kamar dan ruang makan majlis guru tanpa izin.
Membawa, menyimpan, menyebarkan dan menggunakan obat-obat
terlarang atau barang-barang yang tidak mendidik.

Dilarang mengendarai kendaraan dalam komplek pesantren.

Dilarang membawa dan menonton konten pornografi.

Macam-macam Sanksi yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-
Falah Abu Lam U, yaitu:

1.
2:;

N g A~ W

Denda/Ganti Rugi

Pemanggilan Orang Tua dan/atau Penggundulan/Pemakaian Jilbab
Pelanggaran.

Skorsing Maksimal Selama 3 Minggu.

Penyitaan tanpa pengembalian dan atau pemusnahan

Conseling Mahkamabh.

Pemakaian Jilbab Pelanggaran (bagi santri putri.

Dimandikan di depan Umum
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8. Ketentuan Naik Kelas Pesantren.
9. Dipulangkan kepada orang tua (tanpa peringatan/pemanggilan orang
tua lagi).
Sanksi displin lainnya (Membersihan Lingkungan Pondok Pesantren,
Membaca dan Mengafal Ayat-ayat Al-qur’an, dll) dalam jatuh tempo yang
ditentukan oleh Ketua Pengasuhan Santri sesuai dengan pelanggaran yang

dilakukan Santri.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pada kasus kekerasan di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U
biasanya terjadi antara kakak kelas terhadap adik kelas dan terkadang
terjadi antara teman sekelas maupun teman sekamar. Motif terjadinya
kekerasan ini atas dasar pemberian hukuman oleh abang kelas yang
menjabat pada Organisasi Pelajar Dayah Abu Lam U (OPDAL). Penulis
juga merangkum beberapa beberapa faktor yang menyebabkan santri
melakukan kekerasan diantaranya, Pribadi/Individual Santri, Faktor dari
Keluarga, Faktor dari Teman Sebaya, serta Faktor dari Lingkungan
Santri.

2. Pola penyelesaian terhadap Santri yang melakukan kekerasan fisik
adalah pihak pengasuhan santri terlebih dahulu melakukan pemanggilan
terhadap santri yang terlibat pelanggaran, melakukan interogasi kepada
santri dengan cara tertutup, memberikan nasehat hingga konsekuensi
hukuman berdasarkan aturan pesantren, dan melakukan pengawasan
kepada Santri yang sedang menjalani hukuman sebagai Sanksi terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan. Namun disamping itu ada beberapa
kendala yang mesti dihadapi oleh pihak pesantren dalam penyelesaian
kasus kekerasan fisik di pesantren diantara Kendala yang dihadapi oleh
Pihak Pengasuhan Peasntren yaitu orang tua santri menunjukkan bentuk
protes yang tidak terima anaknya dihukum atas pelanggaran yang
dilakukan, sebagian siswa yang tidak mau melaporkan pelanggaran
sesama siswa ke hak asuh siswa tidak memberikan efek jera terhadap

hukuman yang dikenakan pada hak asuh siswa. , dan perbandingan
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jumlah siswa yang menghadiri siswa yang tidak seimbang, sehingga sulit

untuk memantau dan melibatkan siswa secara langsung secara efektif.

B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan penulisan ini
adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pengasuhan Santri agar lebih ditingkatkan untuk melakukan
pembimbingan terhadap Santri, khususnya terhadap santri yang
melangggar hukum,agar selalu mengevaluasi hukuman pendidikan agar
hukuman yang sekiranya tidak lagi menimbulkan efek jera diganti
dengan hukuman pendidikan yang lebih baru yang menimbulkan
dampak positif terhadap santri yang menerimanya. Pihak pengasuhan
santri agar lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap
santri-santri yang melanggar aturan Pondok Pesantren Modern Al-Falah
Abu Lam U.

2. Para Orang Tua santri diharapkan memeberi peran guna
memberikan pengawasan terhadap anaknya, dan memberikan dukungan
penuh kepada Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U untuk mengajar
dan mendidik anak-anaknya, Yang harus ditekankan di sini adalah
bahwa santri/hukuman yang diberikan kepada santri yang berkonflik
dengan hukum bukan sekedar balas dendam atas perbuatan santri, tetapi
agar santri menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. lagi agar
Abu Lam U menjadi Santri yang berkompeten baik secara akademik

maupun moral di Pesantren Modern Santri Al-Falah.
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Lampiran 3. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA
Judul Penelitian/Skripsi : Penyelesaian Kasus Kekerasan Fisik di Pesantren
Melalui Jalur Non Litigasi ( Studi di Pesantren

Modern Al-Falah Abu Lam U)

Waktu Wawancara : Pukul 10:00-11:00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/20 Oktober 2022

Tempat . Kantor Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-
Falah Abu Lam U

Pewawancara : Fadhal Farug Rifqy

Orang yang diwawancarai  : Mursalim

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Bagian Pengasuhan Santri Pesantren
Modern Al-Falah Abu Lam U.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penyelesaian Kasus Kekerasan
Fisik di Pesantren”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan
penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut
akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawamcarai.
Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (sembilan puluh menit).

Daftar Pertanyaan :

1. Apa faktor yang menyebabkan santri melakukan kekerasan fisik di
pesantren?

2. Bagaimana Pola penyelesaian terhadap santri yang melakukan kekerasan
fisk di Pesantren?

3. Bagaimana sikap orang tua korban terhadap pola penyelesaian kekerasan
oleh pihak pesantren?

4. Bagaimana upaya pesantren dalam meminimalisir kekerasan fisik yang
ada di pesantren?
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Gambarl. Wawancara dengan Mursalim selaku Bagian Pengasuhan Santri
Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.
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Gambar 2. Wawancara dengan Win Yahya selaku Pengasuh Santri Pesantren
Modern Al-Falah Abu Lam U.



